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Abstract 
Conservatism is needed to maintain harmony in the Muslim community. Conservatism, therefore, is not 
always negative. However, facing a public opinion controlled by conservative forces, is much more 
difficult than facing a despotic political force. This paper shows that politics has defied Islamic 
conservatism in Indonesia and Tunisia. Conservatism ridden by politics causes communal violence that 
not only destroys one's reputation, but also a moderate understanding of Islam. This paper reinforces 
Hamayotsu’s (2014) assertion that political competition among elites over distribution of state 
resources, land, ethnicity and other identities were the primary cause of the conflict. Instead, this 
paper addresses the statement of Christoper Duncan (2014) which states that the essential source and 
character of the communal violence is religion. 
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1. PENDAHULUAN 

Mencermati perkembangan yang terjadi di Islam Indonesia sepanjang tahun 2016, 
terutama beberapa peristiwa yang terkait dengan persoalan soisal-politik-keagamaan, 
penulis menjadi kembali ingin membaca tulisan Martin Van Bruinessen yang 
memunculkan istilah conservative turn in Indonesia. Apa sebenarnya pesan yang ingin 
disampaikan oleh Martin melalui istilah itu. Apakah ia ingin mengatakan bahwa 
pemahaman keagamaan Muslim Indonesia sebelumnya adalah konservatif, lalu berevolusi 
dan keluar dari konservatisme itu dan kini konservatisme itu terulang kembali? Istilah 
conservative turn yang pertama sekali digunakan oleh Martin tahun 2013 dalam asumsi 
penulis menjadi suatu prediksi akademik yang terbukti kebenarannya hari ini, meski 
dalam pemahaman penulis conservative turn yang dimaksudkan Martin adalah adanya 
sejumlah gejala bahwa pemahaman Muslim terhadap agamanya semakin menguat, kalau 
tidak ingin dikatakan mengarah kepada kekerasan berjamaah (communal violence) dengan 
mengatasnamakan agama mengutip istilah Duncan. Kasus-kasus di mana pemahaman 
keagamaan Muslim, terutama konservatisme mereka membaca teks-teks suci terbuka 
untuk ditunggangi oleh aktivitas politik. Tulisan ini dibagi atas dua pembahasan. Pertama, 
tentang hasil penelitian lembaga riset dan sejumlah pakar tentang Islam Indonesia dengan 
perdebatan seputar kecenderungan ke arah konservatisme, sebagai the outsider’s 
perspective. Kedua, mengenai konservatisme Islam sebagai tunggangan politik: 
pengalaman Tunisia. 
 

2. METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat 
studi pustaka (Library Research), dimana data dikumpulkan secara kepustakaan dengan 
menggunakan analisis teori yang ada sebagai bahan pendukung, berikut dengan data dan 
informasi yang didapatkan melalui buku dan jurnal serta sumber literatur lainnya yang 
berasal dari buku-buku, jurnal dan berbagai dokumen lainnya. Sementara analisis data 
menggunakan 4 tahapan yaitu: 1) Reduksi Data, Pengorganisasian Data, Verifikasi Data 
dan Penarikan Kesimpulan. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
3.1 Riset tentang Islam Indonesia Sepanjang Tahun 2010-2014 

Freedom House menggambarkan perubahan Indonesia sebagai “model dari integrasi 
yang sukses antara demokrasi dan Islam” menjadi negara dengan “merosotnya 
pluralisme” akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak satu dasawarsa lalu. Penilaian 
lain atas kondisi Muslim di Indonesia kontemporer kerap juga diungkapkan sebagai 
meningkatnya “political Islam”, “radical Islam”, atau “Islamist political violence”. Martin 
Van Bruinessen, tahun 2011 menulis artikel di salah satu jurnal ilmiah RSIS Singapura. 
Dalam tulisan itu, terlihat kecemasan dan kegelisahan Martin terhadap perubahan umat 
Islam Indonesia yang terbesar di dunia secara kuantititatif, terutama pasca Orde Baru. Ia 
menulis judul: “What happened to the smiling face of Indonesian Islam?”. Ia menilai Islam 
Indonesia yang ia kenal melalui studinya sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1980-an 
yang selalu menampakkan wajah yang manis, penuh senyuman (the smiling face), mulai 
berubah menyeramkan, tidak enak dipandang dll. Era ini melahirkan Cak Nur dan Gusdur 
sebagai representasi tokoh Islam paling brilian. Namun berakhirnya masa orde baru, 
mereka mulai kehilangan “power” dalam debat-debat publik dengan munculnya Islam 
radikal dengan tampilan yang lebih kuat. Tahun 2013, ISAS Singapura merilis hasil studi 
lapangan Martin dkk sepanjang tahun 2007-2008 dengan judul: “Contemporary 
Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative Turn”. Dalam buku ini, 
Martin dan Baqir masih meyakini adanya wajah non-konservatif Islam di Indonesia. 
Namun posisi saya setelah menyimpulkan tulisan Martin dan Baqir justru menegaskan 
bahwa konservatisme Muslim di Indonesia semakin mengkristal, menguat, membaja. 
Conservative turn dalam bahasa mereka hanya masih sebatas kecenderungan.  

Beberapa catatan Martin dalam buku Contemporary Developments in Indonesia 
Islam: Explaining the Conservative Turn bahwa (1) Demokratisasi politik telah menarik 
banyak orang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga yang 
mendukung perdebatan intelektual ke dalam karier di partai politik atau institusi, 
sehingga melemahkan landasan sosial bagi wacana Islam liberal dan progresif, (2) Asumsi 
bahwa mayoritas itu bersifat konservatif atau cenderung berpandangan fundamentalis 
tidak bisa diyakini begitu saja, (3) Pemikiran Islam liberal hanya bisa berkembang apabila 
dilindungi oleh rezim otoriter, (4) Conservative turn di Indonesia sebagian disebabkan 
adanya pengaruh dari Timur Tengah, khususnya Semenanjung Arab, dalam bentuk 
kembalinya para lulusan dari perguruan tinggi di Arab Saudi, institut pendidikan yang 
didanai Arab Saudi dan Kuwait untuk mensponsori penerjemahan sejumlah teks 
“fundamentalis”, dukungan ideologis dan keuangan untuk gerakan Islam lintas negara, (5) 
Menonjolnya keturunan Arab yang memegang kepemimpinan gerakan radikal tampaknya 
mengarah kepada peran mereka sebagai perantara proses Arabisasi Islam Indonesia. Tak 
bisa disangkal, pelaku keturunan Arab dan dana Arab memang meningkat, tetapi 
pengaruh mereka tidak secara khusus bekerja dalam arah anti-liberal maupun 
fundamentalis. 

Istilah conservative turn di Indonesia juga digunakan oleh Hamayotsu (2014) dalam 
bukunya Conservative Turn? Religion, State and Conflict in Indonesia. Dia mengatakan 
bahwa ketika ada konflik yang melibatkan etnis dan identitas lainnya, maka yang yang 
menjadi pemicunya itu adalah bukan persoalan etnis dan identitas lain tersebut, tapi 
kompetisi politik antar elit terkait pembagiaan sumber-sumber kekayaan negara dan 
tanah (political competition among elites over distribution of state resources, land. Ethnicity 
and other identities were not the primary cause of the conflict)” Berbeda dengan 
Hamayotsu, Duncan mengatakan bahwa…”the essential source and character of the 
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communal violence is religion..” (agama adalah sumber penting dan karakter kekerasaan 
komunal). Berdasarkan observasi dan interview lebih dari 17 tahun pada internal 
masyarakat yang dibuang dan terdampak kekerasan, ia menyimpulkan bahwa the 
communal violence diakibatkan oleh kompetisi politik antar elite terhadap pembagian 
sumber-sumber kekayaan negara dan tidak ada kaitannya dengan agama. Oleh mereka, 
agama dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan yang kemudian menjadi pemicu 
kekerasan (political competition among elites over distribution of state resources, land and 
other religious issues). Kemudian dia menyimpulkan bahwa agama sebagai identitas 
bersama dan klaim, lebih mendapatkan ciri khas bagi orang-orang yang terlibat dalam 
konflik (…religion as a collective identity and claim has gained more salience among 
participants in the conflict…). Duncan menyimpulkan bahwa…”the essential source and 
character of the communal violence is religion..” (agama adalah sumber penting dan 
karakter kekerasaan komunal). Kesimpulan Duncan ini perlu diperhalus lagi untuk 
mengatakan bahwa bukan agama yang sebagai ajaran itu yang menjadi pemicu kekerasan 
komunal itu. Lalu apa kaitan antara konservatisme dengan kekerasan komunal? 

Sebenarnya, kecenderungan konservatisme tidak selalu negatif, karena masyarakat 
Muslim membutuhkan itu untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Namun, jika 
kecenderungan konservatisme itu menjadi opini publik, ini sangat mengkhwatirkan 
sebagaimana yang dikatakan oleh Syarafi, bahwa menghadapi opini publik yang dikuasai 
kekuatan konservatif itu jauh lebih sulit dari pada menghadapi kekuatan politik yang 
despotik. Despotisme juga bisa lahir dari konservatisme yang mendapat sokongan politik. 
Menguatnya konservatisme di Indonesia bisa jadi seperti yang dikatakan Baqir bahwa 
ketika pemerintah tampak seperti tidak peduli untuk menjaga batas-batas wacana publik, 
beberapa varian kelompok konservatif itu seperti mendominasi. Karenanya, tidak selalu 
negatif jika dalam tulisan ini penulis merekomendasikan untuk penguatan pemerintah 
untuk mengontrol conservative turn dalam wacana publik. 

3.2 Konservatisme Islam sebagai Tunggangan Politik: Pengalaman Tunisia 

Beberapa kasus di Indonesia, sekilas mirip dengan dalam sejarah Tunisia modern, di 
mana konservatisme Islam ditunggangi oleh politik. Haddad dan Bourguiba adalah contoh 
di mana politik menunggangi konservatisme di Tunisia. Haddad yang oleh Tha’alibi diberi 
signal untuk meneruskan kepemimpinan dalam partai harus menghadapi tragedi 
“penggulingan” agar ia tidak mewarisi kepemimpinan pendahulunya Tha’alibi. Berawal 
dari pergumulan dalam tubuh partai, kemudian dipolitisasi menjadi provokasi berbalut 
isu penistaan agama melalui masterpiece Tahir Haddad dalam bidang sosial-keagamaan, 
yaitu Imra’atuna fi al-Syari’ah wa al-Mujtama’. Ibn Milad (1991) menggarisbawahi 
peristiwa itu dengan sebuah ungkapan: Siyasatun qabla an-takuna diniyyatan. Berawal 
dari persoalan politik kemudian melebar menjadi persoalan keagamaan. 

Haddad terjun langsung dalam gerakan kebangsaan sejak awal berdirinya partai al-
Dustur pada saat statusnya masih sebagai pencari ilmu di Jami’ Zaytuna. Dia aktif dalam 
surat kabar milik partai. Dia banyak menulis di situ. Dia juga mendirikan organisasi yang 
diberinama Muqawamah al-Bida’ wa al-Israf di bawah pimpinan Husayn al-Jaziriy (pemilik 
surat kabar al-Nadim) yang didirikan dengan misi perlawanan terhadap zawiyah dan 
tarekat sufi, serta life-style sebagian besar masyarakat Muslim Tunisia yang dikenal boros 
saat itu. Pada saat ia ingin mendirikan serikat buruh/pekerja (al-niqabat al-‘ummaliyyah), 
dengan keyakinan bahwa pendirian serikat ini akan dapat membuka jalan bagi 
kemerdekaan buruh, dan mengajukan proposal kepada partai untuk bersedia mendanai 
serikat tersebut, namun niat dan usaha dan permintaannya tersebut tidak dikabulkan oleh 
pengurus partai lainnya. Pasca penolakan itu, Haddad mengurangi aktivitasnya di 
kepartaian. Ia bersama-sama dengan Muhammad al-Dar’i memberitakan ke publik bahwa 
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partai tidak berkeinginan mendukung serikat buruh. Haddad lalu dinilai telah memecah-
belah internal-partai dan merusak perjuangan partai. Di tempat lain, lajnah tanfidziyyah 
partai juga masih menyimpan konflik dengan Haddad. Maka saat Haddad meluncurkan 
bukunya Imra’atuna fi al-Syari’ah wa al-Mujtama’, kalangan partai yang tidak bersimpati 
dengan Haddad semakin melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Haddad 
sebagai kader partai, meski dalam buku tersebut terdapat pemikiran-pemikiran progresif 
dan berani, jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan dalam tema yang sama pada periode 
ini. 

Kalangan partai kemudian memanfaatkan pemikiran-pemikiran Haddad ini sebagai 
jalan untuk merusak ketokohan Haddad. Prahara pun terjadi, sebab partai akhirnya 
mengeksploitasi isu ini menjadi isu keagamaan di masa itu. Konflik yang terjadi antara 
Haddad dan orang-orang di internal partai digiring kepada persoalan agama untuk 
menutupi akar konflik sebenarnya. Konflik politik internal partai bermetamorfosa menjadi 
konflik keagamaan, syariah, hukum Islam. Karya Haddad kemudian diserang oleh banyak 
sekali penulis saat itu, di antaranya adalah Syaikh Raji Ibrahim, anggota lajnah 
tanfidziyyah, bukan cuma itu, masyayikh Zaytuna juga turut meramaikan pergumulan ini. 
Mereka mengkitik, menerbitkan sejumlah karya yang meng-counter pikiran-pikiran 
Haddad. Pimpinan tertinggi Jami’ Zaytuna juga mengeluarkan rekomendasi untuk 
“membredel” karya Haddad sekaligus mencabut gelar akademik yang pernah diraihnya 
dari Jami’ Zaytuna. Anehnya, pasca pecahnya partai pada tahun 1934, tokoh-tokoh partai 
kubu al-diwan al-siyasiy mengklaim bahwa Haddad adalah bagian dari mereka yang 
mereka dukung serta mereka anggap sebagai “tumbal” politik lajnah tanfidziyyah. 

Pasca kepemimpinan Tha’alibiy, al-Hurr al-Dusturiy menciptakan dua sayap di 
internal partai. Sayap pertama dimotori oleh Bourguiba yang menguasai al-diwan al-siyasi 
atau Bourgibiyyun di mana ke-Tunisan (al-huwiyyah al-tunisiyyah) sebagai ideologinya 
yang tidak pro-Timur atau pro-Barat (la syarqiyyatan wa la gharbiyyah). Dan sayap kedua, 
Salih Bin Yusuf yang memotori al-amanah al-‘ammah atau Yusfiyyun yang menggunakan 
kekuatan Arab-Islam sebagai ideologinya, menimbulkan ketegangan di internal partai. 
Pergolakan politik ini mendesak Bourguiba menentukan pilihan politik liberal-sekular. 
Pada saat yang sama, Bin Yusuf bergabung dengan kekuatan Islam tradisionalis dan tokoh-
tokoh yang berafiliasi dengan nasionalisme Arab dan Timur Tengah. Pedagang dan petani 
kaya yang berasal dari dua wilayah Sfax dan Jerba juga berada di belakang dan 
mendukung keputusan politik Bin Yusuf, termasuk juga masyarakat dari Selatan Tunisia. 
Bin Yusuf juga tercatat menghadiri KTT Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Di sini ia 
mempertegas posisi politiknya dan aliansinya dengan Jamal ‘Abd al-Nasir Presiden Mesir 
saat itu. KKT Bandung ini mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang kontra terhadap 
Barat. Di tahun yang sama, pada tanggal 14 Oktober, Bourguiba menghadiri pertemuan di 
Kairo. Pertemuan itu mempertegas posisi politik Bourguiba untuk berafiliasi kepada 
Barat. Pertemuan Kairo ini melahirkan sejumlah keputusan diantaranya yang paling 
penting adalah sayap al-diwan al-siyasiy pimpinan Bourguiba menarik dukungan dan 
memisahkan diri dari partai al-hurr al-dusturiy. Konflik dengan Bin Yusuf dan al-
Yusfiyyun mendorong Bourguiba mempercepat dan meneguhkan aliansinya dengan 
Perancis, bukan saja dalam masalah politik, tapi juga dalam masalah budaya. Karenanya, 
pasca konflik itu, Bourguiba melakukan sterilisasi sebanyak mungkin terhadap pengaruh 
Arab-Islam. 

Ketegangan politik antara Bourguiba dan Bin Yusuf juga memantik sentimen 
konservatisme di Tunisia. Saat Majallat al-Ahwal al-Sykhshiyyah (MAS) dirilis tahun 1956 
yang merupakan produk undang-undang pertama masa pemerintahan Bourguiba dalam 
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masalah hukum keluarga, Salih Bin Yusuf, menurut catatan Kenneth J. Perkins, yang 
menjadi rival politik Bourguiba, menuduhnya melakukan pengharaman terhadap sesuatu 
yang dihalalkan Tuhan dan sebaliknya, terutama dalam pasal 18 tentang pelarangan 
poligami MAS 1956. Menurut keterangan Mastiri, ketegangan antara Bourguiba dan Bin 
Yusuf berawal dari persoalan politik di internal partai al-hurr al-dusturiy. Keduanya 
berkompetisi untuk merebut kekuasaan sebagai ketua partai pada permulaan tahun 1954. 
Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Salih Bin Yusuf tidak menerima menjadi 
orang nomor dua di Republik Tunisia. Secara kepartaian, Bin Yusuf merupakan al-amin al-
‘amm dan Bourguiba sebagai ketua al-diwan al-siyasi yang mengeksekusi program kerja 
partai. Selain itu, keduanya juga bersitegang dalam hal kesepakatan kemerdekaan dalam 
negeri Tunisia. Pasca Bourguiba menjadi presiden, kompetisi itu berlanjut menjadi 
serangan-serangan terhadap pemerintahan Bourguiba (al-tanafus alladzi tahawwala ila 
shira’ a’a al-hukm). 

Kelompok salafi juga memanfaatkan isu agama untuk menyerang Bourguiba yang 
mereka cap sebagai pemimpin yang mengganti wajah Tunisia yang dahulu merupakan 
sebuah negara Islam menjadi negara sekular-kafir jika dibandingkan dengan negara-
negara Arab lainnya. Meski konstitusi Tunisia tahun 1959 dalam Bab I tentang Aturan 
Umum Pasal 1 dengan tegas menyebut bahwa Tunisia merupakan negara Islam di mana 
bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara, dan republic sebagai sistem pemerintahannya 
(tunis dawlatun mustaqillatun, dzatu siyadatin, al-islamu dinuha, wa al-‘arabiyyatu 
lughatuha, wa al-jumhuriyyatu nizamuha), namun terlihat bahwa kelompok salafi belum 
merasa puas sebab pasal satu konstitusi Tunisia tahun 1959 tidak menyebut syariat Islam 
sebagai landasan konstitusi dan sistem pemerintahannya. Bagi Bourguiba, sebagaimana 
pidato yang disampaikannya tertanggal 23 Februari 1965, bahwa Islam adalah sebagai 
perekat kuat yang menyatukan seluruh elemen umat, menjadikannya seperti satu tubuh 
meski mereka berbeda. Bourguiba menunjukkan bahwa ia mampu menyatukan 
masyarakat dengan meunifikasi hukum dan peradilan dalam satu undang-undang dan 
peradilan di mana warga negara dari suku, agama, ras, dan agama apa pun tunduk pada 
pada aturan di dalamnya. Pernyataan Bourguiba ini senafas dengan Bhinneka Tunggal Ika 
di Indonesia. Menurut penulis, Bourguiba berhasil memenangkan perdebatan sekitar 
sistem pemerintahan yang tercantum dalam konstitusi Tunisia tahun 1959 Bab I tentang 
Aturan Umum Pasal 1 untuk sebuah negara baru pasca kemerdekaannya. Fadhil ibn ‘Asyur 
secara resmi pernah menyusun draf rancangan konstitusi negara baru Tunisia. Dalam draf 
tersebut disebutkan bahwa Tunisia merupakan negara Islam dengan menerapkan manhaj 
Islam atau syariat Islam dalam pemerintahannya. Namun, faktanya meski mereka sepakat 
bahwa Islam adalah agama resmi negara Tunisia, namun syariat Islam tak pernah ada 
dalam konstitusi Tunisia tahun 1959 itu. 

Di level global, Bourguiba difatwakan kafir dan murtad oleh Syaikh Bin Baz. Luthfi 
Hajji mengutip fatwa Bin Baz tahun 1401 H yang berjudul: al-radd ‘ala al-ra’is Abi 
Bourguiba (hakadza) fi-ma nusiba ilayhi min dzalik. Selain memfatwakan kafir dan murtad 
terhadap Bourguiba, Bin Baz juga menyerukan kepada seluruh pemimpin di negara-
negara Muslim untuk memutuskan hubungan diplomatik-politik dengan Bourguiba 
sampai Bourguiba mau bertaubat atas pandangannya yang melarang poligami dan 
kesetaraan dalam pembagian waris. Meski banyak kritik terhadap relasi Bourguiba dan 
Islam, namun pembelaan terhadap Bourguiba selalu disuarakan oleh masyarakat dan 
ulama Tunisia. Ketika banyak orang yang menyalahkan Bourguiba karena pidatonya 
tentang kebolehan berbuka bagi bagi sejumlah profesi di Tunisia, sejumlah Imam di 
Bizerte justeru mengeluarkan keputusan bersama untuk mendukung Bourguiba. Ahmad 
al-Mastiri menegaskan perlunya pembacaan ulang terhadap sejarah pemerintahan 
Bourguiba bagi generasi hari ini. lembaran-lembaran kelam tentang sejarah Bourguiba 
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banyak ditulis di masa presiden selanjutnya, dan semakin menguat terutama pada tahun 
2000 pasca wafatnya Bourguiba. Sejumlah tulisan itu hanya memuat sisi gelap dari 
kehidupan Bourguiba tanpa menampilkan sisi positif dari seorang Presiden pertama 
Tunisia tersebut dengan target generasi baru Tunisia. Muhsin Marzuq (Ketua Organisasi 
Arab Demokrat) mengatakan bahwa Bourguiba adalah seorang Muslim moderat-reformis. 
Ini menyangkal pernyataan yang mengatakan bahwa Bourguiba adalah sekularis, 
berseberangan dengan agama. Bagi Amal Musa, Bourguiba bukanlah seorang kafir, dia 
juga bukan seorang ateis. Bourguiba menurut Musa, melihat Islam sebagai agama yang 
harus memiliki pemahaman kontemporer tanpa melepaskan turath. Umat harus memiliki 
pemahaman baru terkait dengan hubungan antar manusia di era modern. 

4. KESIMPULAN 

Peristiwa sejarah di Tunisia, paling tidak dapat menggambarkan kepada masyarakat 
di Indonesia, betapa sebenarnya politik itu sangat mungkin sekali menunggangi 
konservatisme Muslim Indonesia. Membersihkan politik untuk tidak menunggangi 
konservatisme Islam bukanlah persoalan mudah. Namun, jika itu dapat dilakukan, tidak 
tertutup kemungkinan munculnya kembali wajah ramah Islam Indonesia. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panitia International Conference on Islamic 
Studies (ICIS) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh yang telah memberikan kesempatan dalam Prensentasi Paper pada Forum 
Internasional.  

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Freedom House, Policing Believe: The Impact of Blasphemy Laws on Human 
Rights. Oktober 2010, 43. 

[2] Martin adalah seorang penulis dan antropolog kelahiran Schoonhoven, Belanda, 
10 Juli 1946. Kajian-kajian lapangannya banyak mengangkat isu-isu Islam di 
sejumlah negara seperti Kurdistan, Afghanistan, Turki, Persia, dan Indonesia. 
Untuk kalangan pesantren, studi beliau yang patut ditelaah adalah “Kitab 
Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia” (1995). 

[3] Era ini melahirkan Cak Nur dan Gusdur sebagai representasi tokoh Islam paling 
brilian. Martin Van Bruinessen, “What happened to the smiling face of 
Indonesian Islam”, RSIS Working Paper. Singapore: Rajaratnam School of 
International Studies, 2016, 11. 

[4] Martin Van Bruinessen. Contemporary Developments in Indonesian Islam.  
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013, 12. 

[5] Bersama koleganya di Indonesia seperti Moch. Nur Ichwan, Ahmad Najib 
Burhani, Muhammad Wildan, Martin menulis buku tersebut sekaligus 
mengeditnya yang kemudian diberi kata pengantar oleh Zainal Abidin Baqir. 

[6] Martin Van Bruinessen. Tradisi, Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru. 
Yogyakrta: LKis, 2004, 30. 

[7] Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi 
Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995, 29-31. 

[8] Martin Van Bruinessen. Tradisi, Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru. 
Yogyakrta: LKis, 2004, 30. 

[9] Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi 
Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995, 30. 



Atini Baidah, Budi Juliandi, Marhaban 

 

 

387 

 

[10] Martin Van Bruinessen. Contemporary Developments in Indonesian Islam.  
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013, 30. 

[11] Kikue Hamayotsu, “Conservative Turn? Religion, State and Conflict in 
Indonesia”, dalam Facific Affairs 87 (4) Desember, 2014, 823. 

[12] Christoper Duncan adalah professor bidang political sciences Universitas Saint 
Louis Amerika Serikat. 

[13] Kikue Hamayotsu, “Conservative Turn? Religion, State and Conflict in 
Indonesia”, dalam Facific Affairs. 87 (4) Desember, 2014,822 

[14] ‘Abd al-Majid al-Syarafi, Al-Thawrah wa al-Hadathah wa al-Islam (Tunis: Dar al-
Janub, 2011), 161. 

[15] ‘Abd al-Majid al-Syarafi, Al-Thawrah wa al-Hadathah wa al-Islam (Tunis: Dar al-
Janub, 2011), 161. 

[16] Zainal Abidin Baqir dalam kata pengantar buku Martin van Bruinessen (ed), 
Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative 
Turn (Singapura: Institute of Souteast Asian Studies, 2013), 13. 

[17] Pemikiran Haddad, terutama dalam bidang sosial-politik banyak dipengaruhi 
oleh pemikiran progresif al-Tha’alibiy, terutama sebelum al-Tha’alibiy 
meninggalkan Tunis tahun 1923. Seperti halnya al-Tha’alibiy, Haddad juga 
dianggap mengoyak sayap konservatif di tubuh partai al-Dustur atau yang 
kemudian disebut Hizb al-Hurr al-Dusturiy, pimpinan al-Tha’alibiy. Ahmad ibn 
Milad, Al-Syaikh ‘Abd al-‘Aziz al-Tha’alibiy wa al-Harakah al-Wathaniyyah 1892-
1940. Jilid I (Carthage: Bayt al-Hikmah, 1991), 302-304. 

[18] Ahmad ibn Milad…, 302-304. 
[19] Lajnah tanfidziyyah beranggotakan 11 orang dibentuk 14 Maret 1920 untuk 

mengadopsi seluruh kelompok-kelompok yang ada di Tunisia bersamaan 
dengan dibentuknya partai alHurr al-Dusturiy. Lajnah ini berubah nama 
menjadi al-diwan al-siyasiy pada Muktamar Qashr Hilal 2 Maret 1934 sekaligus 
memilih Habib Bourguiba sebagai Sekretaris Jenderalnya. Sepeninggal al-
Tha’alibiy, lajnah tanfidziyyah ia diisi oleh sejumlah alumni perguruan tinggi di 
Paris yang mengambil studi bidang hukum, ekonomi, sastra dll. Ahmad al-
Thawili, Al-Za’im ‘Abd al-‘Aziz al-Tha’alibiy: Masirah Nidhaluhu al-Fikriy wa al-
Siyasiy (Tunis: Al-Jumhuriyyah alTunisiyyah, 2012), 47, 75, 167. 

[20] Muhammad al-Rahmuni, “Al-‘Almaniyyun fi-Tunis: Shira’ al-Fikr wa al-Siyasah” 
Beirut: Markaz Nama’ li al-Buhuth wa al-Dirasat, 2013, 201. 

[21] Muhammad al-Rahmuni, “Al-‘Almaniyyun fi-Tunis: Shira’ al-Fikr wa al-Siyasah” 
Beirut: Markaz Nama’ li al-Buhuth wa al-Dirasat, 2013, 174 

[22] Muhammad al-Rahmuni, “Al-‘Almaniyyun fi-Tunis: Shira’ al-Fikr wa al-Siyasah” 
Beirut: Markaz Nama’ li al-Buhuth wa al-Dirasat, 2013, 175. 

[23] Muhammad al-Rahmuni, “Al-‘Almaniyyun fi-Tunis: Shira’ al-Fikr wa al-Siyasah” 
Beirut: Markaz Nama’ li al-Buhuth wa al-Dirasat, 2013, 175. 

[24] Kenneth J. Perkins, “A History of Modern Tunisia”. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008, 137. 

[25] Ahmad al-Mastiri, Syahadah li al-Tarikh (Tunis: Dar al-Janub, 2011), 79, 82, 84. 
[26] Luthfi Hajji, “Bourguiba wa al-Islam: al-Za’amah wa al-Imamah”. Tunis: Dar al-

Janub, 2013, 150. 
[27] Muhammad al-Habib al-Syarif, “Dustur al-Jumhuriyyah al-Tunisiyyah”. Sousse: 

Dar al-Mizan li al-Nasyr, 2015, 11. 
[28] Luthfi Hajji, “Bourguiba wa al-Islam: al-Za’amah wa al-Imamah”. Tunis: Dar al-

Janub, 2013, 150. 



 
Proceedings of International Conference on Islamic Studies 
“Islam & Sustainable Development”  

 

               ISSN: 1978-1520 

388 

 

388  

[29] Hasan al-Manna’i, “Muhammad al-Fadhil ibn ‘Asyur wa Juhuduhu fi-Bina’i al-
Nahdhah al-‘Ilmiyyah”, dalam Risalah Dukturah al-Dawlah (Tunis: Jami’ah al-
Zaytunah. Al-Ma’had al-A’la li al-Syari’ah, 1991), 161-170. 

[30] Luthfi Hajji, “Bourguiba wa al-Islam: al-Za’amah wa al-Imamah”. Tunis: Dar al-
Janub, 2013, 201, 240. 

[31] Mereka yang mendukung adalah: 1. Syaikh al-Mukhtar al-Dalali (Imam Masjid 
Agung Bizerte), 2. Syaikh Muhammad Nu’man (Imam Jami’ al-Qasbah Bizerte), 
3. Syaikh ‘Abd alQadir Buhamlah (Imam Jami’ al-Qasbah Bizerte), 4s. Syaikh 
Muhammad al-Dzawadi (Imam Jami’ al-Andalus Bizerte), 5. Syaikh Muhammad 
al-Tahir al-Khumasi (Imam Jami’ al-Rubu’ Bizerte), 6. Syaikh ‘Ali al-Dalali (Imam 
Jami’ Jarzunah Bizerte). Luthfi Hajji, Bourguiba wa alIslam: al-Za’amah wa al-
Imamah (Tunis: Dar al-Janub, 2013), 272. 

[32] Ahmad al-Mastiri, “Syahadah li al-Tarikh”. Tunis: Dar al-Janub, 2011, 79, 82, 84. 
[33] Amal Musa, “Bourguiba wa al-Mas’alah al-Diniyyah”. Tunis: Ceres li al-Nasyr, 

2006, 147-148. 
[34] Al-Habib Bourguiba, “Khutab al-Mawlidiyyah”. Tunis: Nasyriyyat Wizarat al-

I’lam, 1979, 121-122. 


